BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sistem penerimaan pendapatan retribusi parkir dimulai
dengan cara Dinas Perhubungan akan mengeluarkan atau
menerbitkan Kkarcis parkir yang sudah diperforasi oleh Dinas
Pendapatan untuk didistribusikan kepada para koordinator juru
parkir dan koordinator juru parkir akan mendistribusikan kepada
para juru parkir yang dikordinasi olehnya untuk melakukan
pemungutan kepada masyarakat pengguna parkir. Sedangkan untuk
penerimaan, masyarakat pengguna parkir akan membayar kepada
juru parkir jika menggunakan parkir, juru parkir akan menyetor hasil
dari pendapatan parkir setiap hari kepada koordinator juru parkir dan
koordinator juga setiap hari akan menyetor kepada pihak Dinas
Perhubungan (UPTD Parkir Utara).

Penilaian atas pendapatan retribusi parkir dalam bentuk
presentase efektivitas dan efisiensi, pendapatan retribusi parkir
semakin meningkat setiap tahunnya walaupun terkadang
realiasasinya tidak mencapai sesuai dengan target untuk setiap
tahunnya. Sistem pengendalian yang digunakan dalam UPTD Parkir

Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah cukup baik.
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5.2 Keterbatasan

Penelitian ini sangat dibatasi ruang lingkupnya terutama
dalam akses data di UPTD Parkir karena data keuangan yang
diminta tidak diberikan oleh pihak UPTD Parkir. Selain itu, pihak
Dinas Perhubungan tidak memberikan ijin keterlibatan langsung
peneliti untuk mengakses data terutama rincian data untuk biaya
pemerolehan danlaporan keuangan. Informasi biaya pemerolehan

retribusi parkir diperoleh dalam bentuk agregat.

5.3 Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa dilakukan
dengan cara memperoleh akses data mengenai keuangan sehingga
dapat terlihat berapa potensi retribusi parkir terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) kota Surabaya. Untuk penelitian selanjutnya,

perlu adanya penggantian daerah lokasi penelitian.
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